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PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
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TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

o

BUPATI ACEH SELATAN,

bahwa berdasarkan pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kepala daerah menetapkan
peraturan kepala daerah tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Undang-Undang  Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonomi Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 358,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 438,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebageimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neégara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008
Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAT] TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH
SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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\©

10.

Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian
dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tshun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Daerah
Kabupaten.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten yang selanjutnya disingkat
DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang
anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.

Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala
Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang
dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan
Qanun.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah
perangkat daerah  pada pemerintah  daerah  selaku  pengguna
anggaran/barang.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan
yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRK
Kabupaten Aceh Selatan, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah

yang karena jabatannya mempunyal kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh
Selatan yang selanjutnya disebut dengan Kepala DPKKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.
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Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran / Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran / barang untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPK yang dipimpinnya. g,
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uarng pendapatan asli daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPK.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, inenyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPK. 1a
Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan .
mempertanggung-jawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi
PPKD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPK.

Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunaken untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Kabupaten Aceh Selatan, serta dapat
divkur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
i2 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran.
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Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
yeng merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten
Aceh Selatan.
Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan gkuntanm dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pac}a entitas pelaporan.
Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPK dan PPKD
Entitas Pelaporan = adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daera:h
Pemerintah Kota Kabupaten Acch Selatan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
Pemda. Yang dimaksud entitas pelaporan adalah PPKD.
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga
dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Kabupaten Aceh Selatan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Kas pada Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran dan belum membebani
realisasi anggaran.
Kas pada Bendahara Penerimaan adalah uang tunai yang dikuasai oleh
bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas umum daerah.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Laporan Keuangan pemda adalah suatu laporan keuangan yang merupakan
gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji
sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
Laporan Keuangan PPKD adalah suatu laporan keuangan yang
diselenggarakan PPKD sebagai entitas akuntansi yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan SKPK adalah laporan keuangan yang diselenggarakan
oleh SKPK sebagai entitas akuntansi yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perunagah Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realiasi Anggaran Semester dan Prognosis adalah laporan realisasi
anggaran yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan
(semesteran) dan rencana anggaran untuk 6 bulan berikutnya.
Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji
suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna
yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada
hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
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. Selisih kurs adalah selisih yang fimbul karena penjabaran mata uang asing

ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta hebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama
satu periode pelaporan.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja
selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
dituyjukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu
periode akuntansi.

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap
dan aset nonkeuangan lainnya.

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka
panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan
pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
pemerintah daerah.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan. :
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk
dalam investasi permanen.

Nilai  historis adalah jumlah kas atau ckuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu
untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai vang tertera dalam surat berharga seperti nilai
vang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Dokumen Pelaksanaan Anggeran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat perubahan
anggaran pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pendapatan/belanja tidak langsung yang
dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD yang menampung rincian pendapatan
yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak
langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja
tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiaysan.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat perubahan
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD yang
menampung rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan
pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja
subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
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Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk

yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang
digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan APBD setiap periode
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.
Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan  kegiatan/bendahara  pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.
SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang
muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil yang
selanjutnya disingkat SPP-GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh
bendaharawan pengeluaran untuk untuk mempertanggungjawabkan uang
persedian yang biasanya diajukan pada akhir periode dan tidak perlu diganti
dengan uang oleh PPKD.
SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara
pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya
disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran
pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.
SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya
disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah
dckumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan,
dan waktu pembayaran tertentu
SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk
permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada
pihak ketiga.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pergguna anggaran/kuasa
penigguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran
DPA-SKPK yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPK yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.
92.

93.

(M

)

3)

C)

Surat Permintaan Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya
disingkat SPM-GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan uang
persediaan atas belanja tertentu yang tidak akan mendapat penggantian
uang dari PPKD.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dckumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPK, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Surat Perintah Membayar Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat
SPM-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran PPKD atas beban pengeluaran DPA-
PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang
dilakukan  PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentfu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar penceiran dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan
kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan
evaluesi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan pemerintan kabupaten Aceh Selatan selama satu periode.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) badan yang dibentuk pemerintah
daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat
yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak
termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB I1
AZAS UMUM SISTEM DAN PROSEDUR KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat kepada
masyarakat.

Secarat tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan
daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan
bukti- bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bahwap pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) merupakan pencapaian hasil
program dengant target vang telah ditetapkan.



(5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian

keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan
terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) merupakan memperoleh

masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkatan harga
yang terendah.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah meliputi:

10.
i1,
12.
13.
14.
15.
16.
17,

18.

19.
20.

21.

Sistem dan Prosedur Penyusunan Kebijakan Umum Daerah:;

Sistem dan Prosedur Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS)

Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) SKPK - PPKD

Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)-SKPD;

Sistem dan Prosedur Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Lanjutan (DPAL)-SKPD;

Sistem dan Prosedur Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-
SKPD;

Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan;
Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan
Pembantu;

Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah melalui Bank Pemerintah yang
ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan, dan /atau Kantor Pos;
Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan;

Sistem dan Prosedur Anggaran Kas;

Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Penyediaan Dana;

Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Uang Persediaan (UP);

Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Pengeluaran;

Sistem dan Prosedur Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Pengeluaran Pembantu; :
Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD); dan

Sistem dan Prosedur Laporan Keuangan.

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal \O Desember 2014
BUPATI ACEH SELATAN,

-—

—_—
)
T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal \O Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH

b

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR “4

BUPATEN ACEH SELATAN,
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